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Dalam rangka untuk memaksimalkan pemungutan dan pengawasan pajak kepada
konten kreator youtube, diperlukan aturan hukum yang meminimalisir adanya
manipulasi angka penghasilan bagi tiap-tiap individu yang ingin memperkecil
bayaran pajaknya. Profesi Youtuber dan selebritis dari media sosial menjadi salah
satu Wajib Pajak (WP) yang harus dipungut Pajak Penghasilannya (PPh). Hal ini
telah ditegaskan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.
Youtuber, influencer atau selebritas media sosial ini tentunya mendapatkan
penghasilannya baik dari Youtube, adsense, maupun iklan-iklan yang diterima
atas pekerjaan tersebut. Dengan adanya penghasilan yang cukup besar diraih oleh
profesi Youtuber, dan karena itu pula Youtuber kini diwajibkan membayar pajak.
Pun ada Youtuber diketahui tidak jujur dengan pembayaran pajaknya pada
akhirnya menimbulkan permasalahan norma.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang
memperoleh bahan hukum dengan cara mengumpulkan dan menganalisa bahan-
bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Tipe
penelitian ini adalah bersifat aktual dan menggambarkan masalah-masalah yang
diselidiki, yaitu pengaturan hukum pajak yang dapat dikenakan pada para konten
kreator youtube untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Metode yang
digunakan adalah pendekatan undang-undang atau perundang-undangan (statue
approach), dengan menelaah terhadap undang-undang dan regulasi yang
bersangkut paut dengan isu hukum, menggunakan bahan hukum primer yang
meliputi peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yaitu berupa
buku-buku atau literatur, artikel, majalah, tulisan para ahli hukum, pendapat para
ahli hukum, serta karya-karya ilmiah.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak youtuber. Terkait pajak
penghasilan, banyak aturan yang berlaku bagi para Youtuber, seperti PPh Pasal 25
dan PPh Pasal 23. Peraturan yang berlaku di Indonesia sendiri tidak secara khusus
mengatur profesi artis media sosial, khususnya Youtuber, yang penghasilannya
dibagi antara Google Adsense dan penghasilan lain seperti Endorsement yang
ada.

Belum adanya aturan yang secara khusus mengatur mengenai perpajakan oleh
pekerja seni dari media sosial, terlebih khusus dalam bidang pajak penghasilan

viii



(PPh). Seluruh aturan pajak penghasilan dari pekerja seni media sosial tetap
berdasar pada UU Nomor 36 Tahun 2008 dengan cara menghitung yang sama
dengan bracket-bracket yang telah diatur sebagaimana mestinya oleh pemerintah.

Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 21
menyebutkan siapa saja yang menjadi pemotong Pajak Penghasilan berdasarkan
Pasal 21 vyaitu pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun,
perusahaan, yayasan. Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 juga
mengatur tentang siapa saja yang dipotong oleh Pajak Penghasilan (PPh) sesuai
dengan profesinya, yaitu pegawai tetap, pegawai lepas, penerima pensiun,
penerima honorarium.

Dasar hukum tertinggi perpajakan adalah Pasal 23A UUD 1945 yang menyatakan:
“pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur
dengan undang-undang.” Hak-hak wajib pajak harus dilindungi dan dihormati
dengan sungguh-sungguh, dan pemerintah tidak boleh sewenang-wenang atau
otoriter dalam menegakkan undang-undang perpajakan. Peraturan pajak
penghasilan (PPh) yang dikenakan pada profesi Youtuber tentunya berdasarkan
pada peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1983 tentang Pajak Penghasilan. Undang-Undang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 (UU HPP) yang juga mengatur tentang pajak
penghasilan sehingga mengubah tingkat penghasilan kena pajak.

Pemerintah Indonesia memanfaatkan kesempatan untuk menambah penghasilan
negara melalui penerapan pajak penghasilan (PPh) pengguna dan konten kreator
di youtube dan orang yang membuat youtube menjadi pekerjaan utama. Dengan
penghasilan yang dihasilkan oleh Youtuber maka pemerintah Indonesia telah
memutuskan untuk semua yang bekerja sebagai influencer online seperti
Youtuber, penghasilan mereka yang berada diatas PTKP (Penghasilan TidakKena
Pajak) wajib melaporkan dan membayar pajak setiap tahun. Youtuber dapat
diartikan sebagai jasa yang berkaitan dengan pekerjaan tidak berbayar dari Wajib
Pajak Orang Pribadi (WP-OP). Ruang lingkup pekerjaan lepas termasuk musisi,
presenter, kru film, foto model, model fashion, aktor panggung, penari, dan
banyak lagi. Secara umum tarif pajak bagi wajib pajak orang pribadi adalah
pendapatan dari jasa yang berkaitan dengan kegiatan usaha melebihi Rp 4,8miliar,
pendapatan dari jasa yang berkaitan dengan kegiatan usaha dengan omzet kurang
dari Rp 4,8 miliar, setelah hasil penghasilan bersih orang pribadi ditentukan, maka
dipotong dari PTKP (Penghasilan Bebas Pajak), tergantung status wajib pajaknya.
Jika wajib pajak berhak atas pajak penghasilan yang bersifat final berdasarkan PP
No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diperoleh
atau dihasilkan oleh Wajib Pajak dengan peredaran Bruto tertentu peredaran Bruto
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ABSTRAK

Dasar konstitusional kewajiban membayar pajak terdapat pada pasal 23 A UUD
1945. Dengan membayar pajak, warga negara telah memenuhi kewajibannya pada
pasal 30 ayat (1) UUD 1945 yaitu kewajiban ikut serta dalam pertahanan dan
keamanan negara. Namun, aturan tersebut tidak berjalan secara maksimal untuk
menyerap pajak karena pemungutan pajak di Indonesia masih mengalami banyak
sekali permasalahan, antara lain disebabkan oleh kelemahan regulasi dibidang
perpajakan itu sendiri, kurangnya sosialisasi, tingkat kesadaran, pengetahuan dan
tingkat ekonomi yang rendah, database yang belum lengkap dan akurat, lemahnya
penegakan hukum berupa pengawasan dan pemberian sanksi yang belum
konsisten dan tegas. Dalam rangka untuk memaksimalkan pemungutan dan
pengawasan pajak kepada konten kreator youtube, diperlukan aturan hukum yang
meminimalisir adanya manipulasi angka penghasilan bagi tiap-tiap individu yang
ingin memperkecil bayaran pajaknya. Profesi Youtuber dan selebritis dari media
sosial menjadi salah satu Wajib Pajak (WP) yang harus dipungut Pajak
Penghasilannya (PPh). Hal ini telah ditegaskan oleh Direktorat Jenderal Pajak
(DJP) Kementerian Keuangan. Youtuber, influencer atau selebritas media sosial
ini tentunya mendapatkan penghasilannya baik dari Youtube, adsense, maupun
iklan-iklan yang diterima atas pekerjaan tersebut. Dengan demikian, mereka
sebagai warga negara Indonesia yang memiliki penghasilan tidak lepas dari pajak.
Oleh karena itu, penelitian hukum ini mengkaji dan menganalisis pengaturan
hukum berkaitan dengan pajak yang dapat dikatakan pada para konten kreator
youtube dan pengaturan hukum pajak untuk konten kreator melaksanakan
kewajiban perpajakan.

Pengaturan hukum pajak konten kreator youtuber mengacu pada Ketentuan yang
berlaku mengenai Pajak Penghasilan (PPh) youtuber adalah Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1983 tentang Pajak youtuber. Terkait pajak penghasilan, banyak aturan
yang berlaku bagi para Youtuber, seperti PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 23.
Peraturan yang berlaku di Indonesia sendiri tidak secara khusus mengatur profesi
artis media sosial, khususnya Youtuber, yang penghasilannya dibagi antara
Google Adsense dan penghasilan lain seperti Endorsement yang ada. Pajak
penghasilan youtuber, khususnya pajak penghasilan yang diterima melalui Google
Adsense dapat menggunakan mekanisme NPPN (Norma Penghitungan
Penghasilan Neto) serta mekanisme pembukuan umumnya. Tentunya mekanisme
ini memudahkan para youtuber professional dalam menghitung pendapatan kotor
maupum pendapatan bersih.

Kata Kunci (keyword) : konten kreator, pajak, PPh.
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